Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
adalah pelayanan administrasi secara
terintegrasi dalam satu kesatuan
proses yang dimulai dari tahap
permohonan informasi, pengaduan,
pendaftaran perkara, pembayaran dan
pengembalian panjar biaya perkara
hingga penyerahan/pengambilan
produk pengadilan melalui satu pintu
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ENGADILAN AGAMA NEGARA
Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RIK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.necara@amail.cam
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Tujuan PTSP
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Mewujudkan proses peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan
Memberikan pelayanan administrasi
yang mudah, pasti, terukur, dan bebas
dari korupsi kepada pengguna layanan

. Menjaga independensi dan imparsialis

aparatur Pengadilan
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1. Layanan Informasi

- Layanan Pengaduan

. Pendaftaran Perkara

- Pembayaran Biaya
Penyerahan Produk Pengadrlan
Pojok/Meja E-Court
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Pendaftaran perkara meliputi

a. Pendaftaran perkara gugatan/

permohonan tingkat pertama
b. Pengajuan upaya hukum

banding, kasasi, peninjauan kembali
¢. Pendaftaran permohonan konsinyasi
d. Pendaftaran permohonan eksekusi
¢. Layanan lainnya yang diatur

dalam perundang-undangan

KELENGKAPAN PENDAFTARAN
a. Surat gugatan/permohonan/perlawanan/qugatan sederhana
(ekonomi syariah) soft copy + fotocopy 6 rangkap kerta A4
. Fatocopy KTP atau keterangan domisili 1 lembar
- Buku nikah asli/duplikat buku nikah + fotocopy 1 lembar
- Bukti pembayaran panjar biaya perkara
. Bagi PNS/POLRI/TNI dilampirkan surat izin perceraian
. Bagi. Advokat:
-Asli surat kuasa khusus
-Fotacopy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku
-Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat
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Layanan pembayoran meliput
a. Penaksiran panjar biaya prkara

~b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar
c. Pembayaran PNBP
d. Pengembalian sisa panjar biaya perkara
¢. Penyerahan bukti-bukti pembayaran
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c. Dokurnen dokumen ‘r'e.sma pengadilan yang
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